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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1955
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP URUSAN KREDIT

Presiden Republik Indonesia,
bahwa untuk perkembangan pemberian kredit secara sehat berdasarkan
asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat oleh badan-badan kredit yang
bekerja di Indonesia, begitu juga guna kepentingan solvabilitet dan
likwiditet badan-badan kredit tersebut, perlu ditetapkan peraturan-peraturan
tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

pasal 7 ayat 5 Undang-undang Pokok Bank Indoneisa 1953 (Undang-undang
No. 11 tahun 1953; Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 23 Desember
1954,

MEMUTUSKAN:
Peraturan Pemerintah tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. badan-badan kredit, ialah: bank-bank dan bank-bank tabungan;

b. bank-bank, ialah, semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk hukumnya,
yang secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk bagian besar melakukan usaha-
usaha guna menerima uang-uang dalam deposito atau dalam rekening-koran dan juga
mengadakan usaha-usaha untuk memberi kredit atas tanggungan sendiri;

C. bank-bank tabungan, ialah : semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk-
hukumnya, yang semata-mata bertujuan memajukan penabungan dan untuk tujuan itu
menerima uang dalam deposito, yang penagihan kembalinya diatur oleh ketentuan-ketentuan
yang membatasi;

d. Bank. ialah: Bank Indonesia.



Pasal 2.

1. Sesudah tanggal pengundangan peraturan ini tidak suatu badan kredit boleh didirikan dan
menamakan dirinya "bank" dan/atau “bank tabungan,” jikalau tidak mempunyai izin tertulis
dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Direksi Bank.

2. Izin itu hanya dapat diberikan jika Bank mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-
kurangnya Rp. 2.500.000,-, dan bank tabungan jika modal yang telah dibayar berjumlah
sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- dan selanjutnya jika syarat-syarat umum yang ditetapkan
oleh Dewan Moneter telah dipenuhi

Pasal 3.
1. Dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pengundangan peraturan ini, badan-badan kredit
yang telah ada harus meminta izin, sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1.
2. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka

pada mereka dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan
Bank, izin sementara untuk bekerja sebagai badan kredit.

3. Masa berlakunya izin sementara termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini dapat ditetapkan
selama-lamanya dua tahun. Jika masa yang ditetapkan dalam surat izin sementara itu telah
lampau, sedangkan badan kredit yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat-syarat
sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka izin itu hanya dapat diperpanjang dengan
persetujuan Dewan Moneter.

Pasal 4.

1. Jika izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau izin sementara, sebagai termaksud
dalam pasal 3 ayat 2, tidak diberikan atau dicabut menurut pasal 12 ayat 1, maka badan
kredit yang bersangkutan dapat memajukan keberatan-keberatannya kepada Dewan Moneter
dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan atau pencabutan
izin atau izin sementara itu.

2. Dewan Moneter memberi keputusan dalam tingkat tertinggi tentang keberatan-keberatan itu.

Pasal 5.

Bank melakukan atas nama Dewan Moneter pengawasan terhadap badan-badan kredit yang ada atau
yang akan didirikan di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likwiditas badan-badan kredit itu
dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank
yang tepat.

Pasal 6.

1. Bank berhak meminta dari badan-badan kredit segala keterangan-keterangan dan angka-
angka yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan tugasnya sebagai termaksud dalam pasal
5 dari peraturan ini.

2. Setiap badan kredit wajib memberikan keterangan-keterangan dan angka-angka yang diminta
kepadanya berdasarkan ayat kesatu dari pasal ini, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank.



Setiap badan kredit wajib atas permintaan Bank atau seseorang yang ditugaskan oleh Bank,
untuk memberi kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan surat-surat yang ada padanya
guna penyelidikan kebenaran dari keterangan-keterangan dan Angka-angka yang telah
diberikannya itu, dan seterusnya memberikan segala bantuan dalam pelaksanaan
pemeriksaan buku-buku dan surat-surat tersebut.

Yang menguasai buku-buku dan surat-surat termaksud dalam ayat ketiga dari pasal ini,
wajib, jika diminta, memperlihatkannya dengan segera pada Bank atau orang yang
ditugaskan oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan.

Keterangan-keterangan tentang badan-badan kredit yang diperoleh berdasarkan pasal ini
tidak diumumkan dan bersifat rahasia, kecuali menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam
pasal 10.

Pasal 7.

Setiap badan kredit wajib tiap-tiap tahun, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank,
mengirimkan pada Bank sebuah neraca dengan baki laba rugi, menurut bentuk yang
ditetapkan oleh Bank, disertai penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu oleh Bank.

Bank dapat menetapkan, bahwa keterangan-keterangan tertulis yang wajib dikirimkan
kepadanya menurut ayat ke satu dari pasal ini, terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan yang
ditunjuk oleh Bank. Akuntan itu akan menyatakan hasil pemeriksaannya dalam suatu
laporan.

Persetujaun akuntan terhadap keterangan-keterangan tertulis termaksud dalam ayat kedua
dari pasal ini, dianggap mengandung persetujuan sepenuhnya, kecuali jika persetujuan itu
diberikan "dengan syarat." Persetujuan akuntan yang bersifat sepenuhnya dianggap
mengandung penegasan bahwa keterangan-keterangan tertulis yang dikirimkan oleh badan-
badan kredit, telah disusun menurut kebiasaan yang berlaku dalam dunia perusahaan dan
penegasan tentang adanya aktiva dan passiva menurut penilaian dan penjelasan-penjelasan
yang diberikan.

Pasal 8.

Setiap badan kredit wajib memasukkan pada Bank secara berkala, dalam waktu-waktu yang
ditetapkan untuk itu, daftar-daftar yang memuat keterangan-keterangan yang dianggap perlu
oleh Bank mengenai perusahaan badan kredit.

Bentuk daftar-daftar yang termaksud dalam ayat 1 dari pasal ini dan waktu-waktu dalam
mana daftar-daftar itu harus telah dimasukkan ditetapkan oleh Bank.

Pasal 9.

Bank berhak menetapkan peraturan-peraturan umum yang berlaku atas badan-badan kredit

mengenai jalan-perusahaannya berhubung dengan pelaksanaan tugas Bank termaksud dalam

pasal 5 dari peraturan ini.

Mengenai pemberian kredit oleh badan-badan kredit itu, peraturan-peraturan termaksud

dalam ayat ke satu dari pasal ini dapat memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. ketentuan-ketentuan mengenai jumlah setinggi-tingginya dari perkreditan atau
beberapa bagiannya dengan atau dengan tidak mempergunakan jumlah uang yang



dipercayakan padanya, atau bagian-bagian tertentu dari jumlah itu, sebagai dasar
perbandingan;

b. larangan atau pembatasan terhadap pemberian beberapa macam atau bentuk kredit
atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu, ataupun larangan terhadap
pemberian beberapa macam atau bentuk kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu
jumlah tertentu tanpa izin terlebih dahulu dari Bank;

C. ketentuan-ketentuan mengenai bunga-debet minimum maupun maksimum yang
boleh diperhitungkan terhadap pihak pengambil kredit.

Berhubung dengan ketentuan dalam ayat kedua sub a dari pasal ini Bank dapat menetapkan

bahwa suatu bagian yang ditentukan olehnya daripada uang-tunai dari setiap badan kredit

wajib disimpan pada Bank atau diperbungakan dalam kertas perbendaharaan, atau
dipisahkan secara lain.

Bank berhak menetapkan dalam suatu peraturan umum, waktu, dalam mana peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank harus telah dipenuhi, dan jika perlu untuk

memperpanjang waktu itu bagi semua ataupun satu atau lebih badan kredit.

Pasal 10.

Jika dari keterangan-keterangan termaktub dalam surat-surat dan daftar-daftar yang
dimasukkan menurut pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1, atau dari keterangan-keterangan yang
diperolehnya menurut pasal 6, Bank melihat tanda-tanda suatu perkembangan, yang menurut
pendapatnya membahayakan atau dapat membahayakan solvabilitas atau likwiditas suatu
badan kredit, maka Bank dapat secara tertulis meminta perhatian badan kredit yang
bersangkutan untuk hal itu. Jika perlu, pemberitahuan itu dapat disertai nasihat beserta
alasan-alasannya supaya badan kredit yang bersangkutan dalam waktu yang tertentu merubah
sikap dan tindakan-tindakannya mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Bank.

Pada pemberian nasihat termaktub dalam ayat ke satu dari pasal ini, Bank dapat menetapkan
suatu waktu, dalam mana nasihat itu harus telah dipenuhi, ataupun harus telah disampaikan
pada Bank jawaban-jawaban beserta alasan-alasannya mengenai nasihat itu. Jika dalam
waktu yang ditetapkan itu, nasihat itu tidak dituruti, ataupun tidak diterima suatu jawaban
yang memuaskan Bank, maka Bank dapat mengumumkan nasihat itu dalam Berita Negara,
setelah badan kredit yang bersangkutan diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya.

Jika badan kredit pada siapa nasihat itu diberikan, menghendakinya, maka pada
pengumuman termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini dapat juga diumumkan surat-
menyurat yang telah dilakukan antara Bank dan badan kredit berhubungan dengan nasihat
itu.

Pasal 11.

Keputusan untuk mengumumbkan nasihat, seperti termaksud dalam pasal 10, diberitahukan
oleh Bank kepada badan kredit yang bersangkutan, selambat-lambatnya 20 hari sebelumnya
pengumuman itu dilakukan. Dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan itu dikirimkan
kepada badan kredit yang bersangkutan, badan kredit itu dapat memajukan keberatan-
keberatannya terhadap keputusan sedemikian kepada Dewan Moneter yang memberi putusan
dalam tingkat tertinggi. Dengan pemajuan keberatan ini maka pengumuman itu tertunda.



Pasal 12.

Jika suatu badan kredit tidak atau lalai memenuhi kewajiban-kewajibannya yang lahir dari,
atau berdasarkan pada peraturan ini, maka Menteri Keuangan setelah mendengar
pertimbangan Bank, berhak mencabut izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1, atau izin
sementara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat 2, dalam hal mana berlaku ketetapan-
ketetapan sebagai tersebut dalam pasal 4.

Jika keputusan pencabutan izin menurut ayat satu dari pasal ini telah memperoleh kekuatan
yang tak dapat dirubah lagi, maka keputusan itu diumumkan oleh Menteri Keuangan di
dalam Berita Negara dan di dalam harian-harian yang ditetapkan oleh pejabat tersebut.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk:

a.

caoo

Bank, Lumbung dan Badan perkreditan Desa

Badan perkreditan Koperasi

Pegadaian

Bank-bank Pasar

Badan-badan perkreditan lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



